






























BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kay. 38, Jakarta Timur 13120 
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200 

Situs: http://www.bnpb.go.id  

BNPB 

 

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  

Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, JI. 

Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 101 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana INA-DRTG, Sentul, Pukul (09.00 
s.d. 12.00 WIB), telah dilaksanakan Sidang Komisi Tata Kelola Penanggulangan Bencana 
yang dihadiri oleh peserta dari Kepala Pelaksana dan Sekretaris BPBD 
Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam 

bentuk rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025, sebagai berikut: 

1. Memfokuskan perspektif penanggulangan bencana dari tanggap darurat ke investasi 
prabencana melalui: peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan dan 
pengintegrasian Iayanan peringatan dini, peningkatan ketahanan infrastruktur, 
peningkatan resiliensi masyarakat melalui pemberdayaan, integrasi penanggulangan 

bencana dan adaptasi perubahan iklim. 

2. Peningkatan kualitas Iayanan kedaruratan melalui peningkatan waktu respon tanggap 
darurat serta peningkatan kecepatan dan ketepatan distribusi logistik dan peningkatan 
upaya pemulihan pascabencana dengan tidak hanya berfokus pada bidang fisik namun 
juga memperhatikan pemulihan dan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat 

terdampak bencana. 

3. Perlunya early warning system dibarengi dengan early action dengan melibatkan unsur 

pentahelix. Early action dilakukan melalui perhitungan yang cepat dan tepat dengan 

menerjemahkan dan menganalisis tindakan yang akan dilakukan pada saat terjadi 

bencana berdasarkan ketersediaan informasi pada early warning system. 

4. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana perlu didukung oleh transformasi tata 
kelola melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia 
usaha, penguatan pendanaan berbasis risiko dan mekanisme inovatif dan pemanfaatan 

teknologi dan inovasi. 

5. Strategi pendanaan bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, 
implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko melalui skema asuransi, perbaikan 
pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan 
serta mendorong keterlibatan peran Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam 
skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik. 

6. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memastikan keselarasan dokumen perencanaan 
pembangunan khususnya terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan 
mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 
2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029. 

7. Dalam rangka... 
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7. Dalam rangka pengembangan karier pejabat fungsional di bidang kebencanaan, BNPB 
sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan akan: 

a. Melaksanakan Uji Kompetensi pada tahun 2025; 

b. Menetapkan Formasi Nasional Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan untuk 
seluruh Instansi Pusat dan Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

c. Melaksanakan Inpassing Jabatan Fungsional Kebencanaan pada Tahun 2026; dan 

d. Mendorong percepatan Penetapan Tunjangan Fungsional Jabatan Fungsional di 

Bidang Kebencanaan. 

8. Dalam rangka pendataan pejabat Fungsional di Bidang Kebencanaan pada instansi 
Pusat dan Daerah segera menyampaikan data pemangku Jabatan Fungsional di bidang 
kebencanaan termasuk dengan CPNS dan PPPK 2025 sesuai format pada tautan 

https://bit.ly/43PVA6o  dan disampaikan ke BNPB paling lambat tanggal 31 Mei 2025 

melalui email organisasibnpb@gmail.com. 

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya. 
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PERWAKILAN NARASUMBER DAN PESERTA SIDANG KOMISI 

NO NAMA JABATAN INSTANSI 
TANDA 

TANGAN 

NARASUMBER 

1.  Ir. Medrilzam, MPE., 
Ph.D 

Deputi Bidang 
Pembangunan 
Kewilayahan 

Kementerian 
Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional/Badan 
Perencanaan  
Pembangunan 
Nasional 
(Kementerian 
PPN/Bappenas) 

0.„,,,A-1-  • 
....1:114-  0.111 

— 1 

2.  Diah Dwi Utami, 
S.P., M.Si. 

Plt. Direktur 
Anggaran Bidang 
Pembangunan 
Manusia dan 
Kebudayaan 

Kementerian 
Keuangan 

3.  Fajar Hasri 
Ramadhana 

Kepala 
Subdirektorat 
Anggaran Bidang 
Riset, Inovasi dan 
Kebencanaan 

Kementerian 
Keuangan 

4.  Arintha Valentysha 
Putri, S.M. 

Analis Kebijakan 
Ahli Pertama 

MODERATOR 

1. Ir. Fatchul Hadi, 
Dipl. H.E. 

Tenaga Ahli Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana 

Kementerian 
PANRB
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PERWAKILAN PESERTA SIDANG KOMISI 

NO NAMA JABATAN INSTANSI TANDA 
TANGAN 

PESERTA 

1.  Dra. Andi Eviana, 
M.Si. 

Kepala Biro 
Perencanaan 

Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana 

2.  Irma Dewi Rismayati, 
S.IP., M.A. 

Kepala Biro 
Hukum, 
Organisasi dan 
Kerja Sama 

Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana Ire  

OP ‘  

3.  Pambudi Suroyo Jati, 
S.E., M.Ak. 

Pit. Kepala Biro 
Keuangan 

Badan Nasional 
Penanggulangan 

 

Bencana 
it V 

4.  Yahya Djunaid, S.E., 
M.Si. 

Plt. Kepala Biro 
Sumber Daya 
Manusia dan 
Umum 

Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana ____, 

5.  Kheriawan, S.Pd.I., 
M.M. 

Kepala Pusat 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Penanggulangan 
Bencana 

Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana P26(14A4A5L 

6.  Ira Silviana Suseno, 
S.E., M.Ak., CA., 
CRMP., CFrA. 

Auditor Ahli Madya Badan Nasional 
Penanggulangan 
Bencana AAY. 	• 

7.  Anne Hermadianne 
Adnan, S.Sos, MA 

Pit. Kepala 
Pelaksana 

BPBD Provinsi 
Jawa Barat 

,-- 

s  ,- 	• 	. . 

8.  Ponco Sekretaris Badan BPBD Kota 
Tangerang Selatan 

— 

II/ 
1 

9.  Hidayatulloh Kepala Pelaksana BPBD Kota ROOT-- - 
' 

______ 
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1 Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana

Komitmen Pemerintah dan Pemda mengintegrasikan kebijakan PB 

dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah
a

b
Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana melalui 

peningkatan ketahanan infrastruktur dan resiliensi masyarakat

Penguatan layanan peringatan dini dan aksi dinic

d Peningkatan integrasi tata kelola PB dengan adaptasi perubahan iklim
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2 Strategi Pendanaan Berbasis Risiko dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan 

dalam Penanggulangan Bencana

a

b

c
Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan 

penanggulangan bencana.

Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan distribusi dana 

yang optimal dan transparan

Optimalisasi skema transfer risiko melalui asuransi bencana
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4Implementasi Strategi Pengurangan Risiko Banjir dan Tanah Longsor 
Melalui Pengembangan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola DAS

3

a

b

c

d

Penyusunan rencana aksi pengendalian banjir dan longsor lintas wilayah 

administratif di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas.

Rehabilitasi lahan kritis di DAS melalui upaya vegetatif dan sipil teknis 

sesuai dengan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS

Penguatan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai, 

embung, bendungan, sistem polder, dan sumur resapan.

Pemanfaatan teknologi pemantauan banjir untuk meningkatkan efektivitas 

peringatan dini.
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5
Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Darurat Bencana4

BUMN akan terus berperan dalam mendukung penanggulangan bencana 

melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

BNPB akan terus memberikan pendampingan, dukungan, dan bantuan 

secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku kepada daerah terdampak bencana.

Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas lembaga, personel, 

dan masyarakat dalam respons darurat bencana

a

b

c
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Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang Lebih Efektif5

Advokasi Pemuatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di dalam 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan pemulihan yang 

lebih cepat dan efektif.

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 

akan diintegrasikan dalam regulasi nasional berupa Peraturan Presiden.

Pembentukan klaster pemulihan dan kelompok kerja pemulihan 

pascabencana, baik di tingkat pusat maupun daerah.

a

b

c
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Penyediaan Sarana Logistik dan Peralatan 6

a

b

c

Mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Standar Minimal Kebutuhan Logistik dan Peralatan dengan 

didukung Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri

Memastikan ketersediaan sarana penyimpanan dan Sumber Daya 

Manusia pengelola gudang logistik dan peralatan

Membentuk klaster logistik di tingkat daerah didukung dengan Surat 

Edaran Kementerian Dalam Negeri



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

8Penguatan Akuntabilitas dalam Pengelolaan 
Penanggulangan Bencana

7

a

b

c

Mengelola Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Hibah secara akuntabel

Menindaklanjuti hasil audit dari BPK dan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP)

Menerapkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan 

akuntabel sesuai dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional 

(MRPN)



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

9

T E R I M A   K A S I H
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